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mi dan penciptaan lapangan kerja. Denga

pendukung vang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan pangan secara
berkelanjutan (Andaiyani et al., 2024).

Sektor ekonomi biru yang berkembang di Indonesia antara lain adalah
perikanan tangkap, industri pengolshan hasil lout(Bappenas, 2021). Potensi
sumber daya kelautan Indonesia diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar



USD 1,33 triliun per tahun, di mana sektor perikanan menyumbang kontribusi
signifikan terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Potensi pembangunan ckonomi kelautan di Indonesia bisa menjadi salah
salu sumber investas. Utama pembangunan, serta dapat memberikan
keuntungan yang optimal bagi negara db

secars inovatif dan baik, Indonesio |

n masyarakal Indonesia jika dikelola

ap produk domestik bruto (PDB)
nasional dan berfungsi sebagai pusat utama aktivitas ekonomi. (Rarasati et al.,
2025) Sebaliknya, wilayah di luar Pulau Jawa yang mencakup sekitar 85% luas
wilayah nasional hanya memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil

terhadap perekonomian nasional.



Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi aktivitas
ekonomi dan pembangunan antarwilayah vang signifiken. Ketimpangan
pembangunan ini semakin buruk akibat kurangnya infrastruktur yang memadai
di daerah tertinggal, vang berdampak pada konektivitas dan distribusi ekonomi
(Mu & Tjenreng, 2025). Loutan, memcakup dua pertiga permukaan bumi,

vpal

2017). Konsep ini menawarkan solusi atas ketimpangan pembangunan yang
perikanan secara berkelanjutan.



Konteks ini, terdapat delapan provinsi kepulauan yang tergabung dalam
Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan (BKSDK) vaitu Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kepulsuan Bangka Belitung, Maluku,
Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki

menghadapi tingkat ker - NTB mempunyai potensi
sumber daya kelautan yang besar uang signifikan untuk mendukung
ekonomi masyarakat (Chandra et al.. 2021). Ekonomi biru secara signifikan
perikanan di Provinsi Banten(Indrajaya. 2022)



Mengingat signifikansi blue economy dalam mendukung ketahanan pangan
dan pembangunan yang berkelanjutan, serta sifat khas delapan provinsi
BESDK sebagai daerah kepulauan dengan potensi kelautan yang besar namun
menghadapi berbagai tantangan pembangunan, penelitian ini sangatiah relevan

pemenuhabn tarpet pembangunan berkelanjutan global.



Tabel I Capaian SDGs

Tujuan SDGs Target SDGs | Capaian Indonesia hingga 2025
Tujuzn 2 Tanpa | Sistem Terdapat penurunan prevalensi
Kelaporan Pangan kerawanan pangan pada 3025
Berkelanjutan | sebesar 4%. Yang
menggambarkan ketahanan

pangan dalam kondisi baik

Tujuan 12 Konsumsi & | Pengelolaan | Efisiensi sumber daya lout &
Produksi Bertuiggung | Sumber Dava | pengurangan degradasi
Alam

Jawab

Tujusn 14 FEkosistem | Konservasi & | Perluasan kawasan konservasi

Lautan perikanan sebesar 9,539 atau setara 30,9
berkelanjutan | juia Ha untuk permiran laut dan
pengelolaan stok ikan

Sumber, Bappenas.

Ekonomi biru secara global telab menjadi komponen utama dalam mencapa
Tujuan Pembangunan Berkelanjuinn (SDGs). vang tendifi dari |7 fujuan
internasional disetujui negara — negara anggota PBB pada 201 5 sebagai bagian
dari Agends 2030. SDGe dibentuk untuk mendorong pertumbuhan yang
berkelanjutan dan inklusif dengan mepangani masalah global seperti
kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, kerusakan lingkungun. serta
perdamaian dan keadilan, Setiap sasaran disertal dengan target dan indikator
vang jelas untuk memantay pencapaian hingga tabun 2030, baik secara global
maupun nasional (Hogan & Flaherty, 2021 ).
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utama bagi warga Indonesia. | vani et al., 2024) memberikan
dampak positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan di sejumlah provinsi
di Indonesia. Peningkatan sektor perikanan dan akuakultur yang berlandaskan
hiue economy dapat meningkatkan hasil dan pendapatan para produsen.
terutama nelayan dan petani ikan di doerah kepulauan, sesuai dengan tujuan
2.3 SDGs (Harriz & Akbariani, 2024). Oleh karena itu, penguatan ekonomi



biru di delapan provinsi BESDK memiliki potensi untuk mengatasi masalah
gzl dan kelaparan melalui peningkatan akses terhadap makanan bergin vang
berasal dari laut.

Angka Konsumsi lkan don Angka Kecukupan Protein adalah indikator
penggunaan sumber dayn kelautandalam memenuhi kebutuhan gizi
musyarakal. Peninghatan %ﬂm pergeseran konsumsi makanan
bergizi dari sektor perikanin, sed
kecukupan proiein, sejalan dengan wjuan SDGs 2 dalam perbaikan gizi dan
akses terhadap pangan bergizi (Bappenas, 2021).

8DGs 12 menyoroti signifikansi pola produksi dun kensimsi yang
Wnn Jawab. Dalam industri perikanan, ini direalisasikun -melalui
aan sumber daya ikan ysng efektif dan berkelanfutan untuk
n'mﬁ ekanan pada ekosistem laut, selaras dﬂnpm fujuan pmpluluan
sumber daya alam dan pengurangan limbah mﬁmmea internasional
(Aprilin. Mulyanie et al., 2023). Inovasi dn!nmmdh.hm ikan tradisional
yang efisien mampu menurunkan limbah dan meningkatkin nilai produk,
mﬁm%ﬂmkmmmmwm (Puspitasari et

2023). Delapan provinsi kepulauan BKSDK, telsh menerapkan prinsip
konsumsi dan pmctuﬁi yang Bnnangngg _inwah- melalui Alwe economy akan

AKP ‘menggambarkan tercapainya

memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan memberikan manfaat ekonomi
jangka pendek dan menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.
S5DGs 14 menegaskan pentingnya  konservasi  dan  penggunaan

berkelanjutan ekosistem laut sebagai landasan keberlanjutan sumber daya laut



Ekonomi Biru dalam konteks ini menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan
usiha pelestanan ekosistem laut { Aulia Audrey Al Fahri. 2022). Laut berfungsi
sebagai penyedia makanan dan penyimpan karbon terbesar, sehingga sangat
penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di tengah ancaman perubahan
iklim { Dewi et al,, 2025),

Studi menunjukkan bahwa- penerapan ekonomi biru dapat memperbaiki
konservasi wilaynh persirn sambil tetap memberikan keuntungan ekonomi
hagi masyarakst pesisiv (Helmi Pratams Firmansyah. 2023} Di provinsi-
provinsi kepulauan BKSDK yang memiliki wilayah laut yang sangal luas,
implementasi blue economy menjadi strategi yungﬂflkﬁfuﬂui;mh SDGs
14, terutamia target 14.7 dengan carn meningkatkan mﬂwaﬁmﬁﬂw
kelautan bag; negara - negara berkembang kepulauan (Nasution, 2023).

Pengelolsan sumber daya kelautan yang berkelanjutan lewat ekenomi biru
mendukung pelestarian keanekarsgaman hayati laut Indonesia, termasuk
terumbu karang, mangrove, serta berbagai spm'ﬁm_'_png memiliki nilal
mmm Hﬂhﬂ#m ini selarns mhuﬂhﬂﬁn Indonesia
ﬂmmmmmml Biru ]mngdlpm‘kcnnlkan Kementerian
PPN/Bappenas pada 2021 sebagai strategi untuk mentransformasi ekonomi
nasional {Bappenas, : 202!} F:I']J‘Elp ulama  hiue econsmy dalam  sektor
perikanan mencakup pengpunaan sumber daya ikan sesuai denpan kapasitas
ekosistemn (penggunaan berkelanjutan), distnbusi manfaat ekonomi yang
merata bagi sefuruh pihak terkait. khususnya nelayan kecil (pertumbuhan

inklusif), pengembangan teknologi dan model bisnis movatif untuk



meningkatkan efisiensi dan nilai tambah (inovasi), pemanfaatan seluruh bagian
ikan termasuk limbah menjadi produk bernilai ekonomi (limbah nol), serta
daur ulang sumber daya (Pauli, 2009). Hal tersebut dapat dilihat dari grafik
yang menunjukkan tren nilai produksi perikanan tangkap di Indonesia mulai

TBLILALE

Sektor perikanan ta njukkan perkembangan
yang cukup stabil selama periode 2020 - 2024. Produksi naik dari 6.989.090
ton di 2020 dan berada di puncaknya pada 2023 yuitu sebesar 7.845.603,
meskipun ada sedikit penurunan di 2024 menjadi 7.811.615 ton. Secara
keseluruhan, hasil perikanan tangksp meningkat sebesar 11.77% selama
periode tersebut.
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Berdasarkan informasi dart Weeld Bank, sekior kelautan dan
perikanan di Indonesia memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional
dengan menyerap lebih dari 12 juta pekerja dan menyumbangkan sekitar
6% pada PDB nasional (World Bank.2022). Grafik menunjukkan bahwa
produksi perikanan tangkap memingkat secara konsisten hingga 2024,
sejolan  dengan  berakhirnyn Covid-19 ‘dan meningkamya efisiensi
pengelolazn laut. Tren ini sejalan dengan kemajuan nasional di mana hasil
perikanmn tuugﬁ;lphnubﬁhnﬂnh sejak 2014 dan mendukung pelaksanaon

Blug ceonamy melalui peningkatan produktivitas (Bappenas, 2021).

“H'Hr VT

-.”il':ii

(Gambar I 3 PDB
Sumrber ,’im G[wﬂfnuw :Km:mrenan Kot dan Marmn fafin
mﬁ{lh.m 2024

Berdasarkan data laporan statistik kelautan dan perikanan tahun

2024, Pulau Jawa masih mendominasi strktur Produk Domestik Bruto
(PDB) nasional dengan total Kontribusi mencapai 111.935 triliun rupiah.

Jawa Timur tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan nilai 64.355

triliun rupiah, disusul Jawa Barat sebesar 24.517 triliun rupiah, sementara

Dizerah Istimewa Yogyakaria mencatat nilai terendah di Pulau Jawa sebesar

679 miliar rupizh (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024). Dalam
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kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPIPN) 2025-
2045, pemerintah menargetkan kontribusi PDB sektor maritim. termasuk
perikanan, mencapai |5% pada tahun 2045 (Bappenas, 2021).

Pencapaian target tersebut menuntut transformasi nvata sektor

§ Provinsi Kepula
Kepulauan (BKSDK) yakni Maluku,
(NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepulauan Riau, Bangka Belitung,
Sulawesi Tenggara. dan Sulawesi Utara. Kedelapan provinsi ini menyimpan
potensi maritim yang luar biasa besar, namun belum tercermin secara

Utara, Nusa Tenggara Timur

proporsional dalam struktur ekonomi nasional. Kajian historis menunjukkan

12



bahwa ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa telah
berlangsung sejak masa kolonial. di mana Jawa berperan sebagai perantara
ekonomi yang memberi nilai tambah terhadap komoditas dari wilayah huar
Jawa sebelum dijual ke pasar internasional — sebuah pola yang terus

Nusa Tenggara dan Papua masuk kategon ketimpangan tinggi. sementara
Pulau Jawa masuk kategori ketimpangan sangat tinggi — mengindikasikan
bahwa ketimpangan internal di Jawa maupun kesenjangan antarwilayah
kepulauan sama-sama masih dalam tingkat yang mengkhawatirkan

(Panggarti et al, 2022). Di sisi potensi, potensi ekonomi perikanan di

13



Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 yang meliputi perairan Maluku
dan sekitarnya hingga kini belum memberikan manfaat optimal bagi
masyarakal setempat akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan
pengelolaan yang tidak tepat sssoran (Fretes, 2025). Temuan ini

1 PDRB di provinsi kepulauan

ini adalah untuk mencerminkan situasi ekonomi dan sosial, komunitas
pestsir, serta aktor utoma dalam sektor perikanan,

14
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Gambar I 4 Indeks Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
Sumber - Lapuran Bulai Riset Kelautan dan Perikanan K KP, tahun publikasi
Indeks Kesejahtemm Masyar::: di ‘Sektor Kelautan: dan Perikanan

(TEMKP) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024,
naik dari 58,31 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024, Peningkatan ini
sejalan dengan bertambahnya Angka Konsumsi Tkan (AKI) dan Angka MHpan
Protein (AKP) yang menunjukkan perbaikan dalam kualitas konsumsi pangan,
terutama protein hewani dari laut [i sektor produksi, peningkatan nilai hasil
perikanan tangkap memsperkual kapasitas pasokan moksnan lsut, mendukung
ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, serta menegaskan peran sektor
perikanan sebagat pendorong pertumbuohan ekonomi dan penyumbang PDB.

Peningkatan NTN menunjukkan perbaikan days beli dan kesejahteraan nelayan
vang secara struktural mendukung peningkatan [KMKP. NTN berperan sebagai
jembatan antura hasil tangkapan, pemasukan, dan kesejahtersan sosial para nefayan.
Oleh karena itu, peningkatan IKMKP adalah akibat dari interaksi sistematik antara
aspek AKI dan AKP, produksi {Perikanan Tangkap), kesejahteraan pelaku (NTN),
serta kntribusi ekenomi makro (PDB)

15
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Gambar 1 § Konsumsi Tkan 2020-2024
Sumber - Susenas, data diolah ditjcn PDSPEP, tahun publikasi 2024

Berdusarkan grafik, konsumsi ikan memunjukkan tren kenaikan setiap
hun. dari 54,56 pada 2020 menjadi 59.00 pada 2024, Kemaikan ini
sumber protein berkualitas tinggi, sekaligus sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan oleh Kementerian Kelautun dan Perikanan RI.

Konsumsi ikan bertambah seiring dengan kestabilan perikanan tangkap dan
kampanye nasional. mendukung ketahanan pangan serta ekenomi biru
pemerintah mendorang Gerakan Konsumsi han menargetkan 62.5 kg per orang
pada 2024, meningkat dari 56,39 kg pads 2020, Perkembangan AKI di delapan
provinsi kepulauan antars 2020 dan 2024 menunjukkan bahwa konsumsi ikan
sangaf penting untuk ketahanan pangan dan ﬁerpﬂ;tensj menangani defisiensi
mikronutrien bagi 30% dari populasi yvang sekitar 200 jutn orang (Muringai et
al., 2022).

Peningkatan yang berkelanjutan ini mencerminkan penguatan ketahanan

pangan berbasis perikanan di provinsi-provinsi kepulavan, didorong oleh

16



keberadaan sumber daya laut, reformasi kebijakan perikanan, kemajuan industn
pengolahan, serta meningkatnyn pemahaman masyarakat mengenai ikan sebagai
sumber protein utama. Akan tetapi, perbedaan antara provinsi masih jadi
tantangan, sehingga pengembangan infrastruktur, konektivitas antar pulaw, dan
sistem rantai dingin tetap perlu untuk memastikan keberlangsungan ketahanan
pangan ke depan,,

Tingginya konsumsi ikan di provinsi kepulsnan dipengaruhi oleh faktor
geografis, akses mudah terhadap sumber daya perikanan, dan bugaya konsumsi
tkan yang kental Akan fetapi, terdapat variasi dalam fingkat konsumsi
antarprovinsi, di mana Maluku, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara mencatatkan
w paling tinggi, sefalan dengan adanya Ltuhhg-i wlu:
pehhlﬁmpuﬂunan yang lebih baik dan perkembangan iudu:ﬂi‘f'ﬁﬁ_j&han
ikan yang relatif maju.

Sehaliknya, NTT yang memiliki tingkat konsumsi ikan ferendah di antara
provinsi kepulauan menghadapi kendala distribusi dan aksesibilitas akibat
sumber daya perikanan saja tidak cukup menjamin konsumsi yang optimal tanpa
dukungan infrastruktur dan sistem dlqpi_mﬁmﬂn Dalam perspektif blue

n bahwa ketersediaan

econemy, peningkatan konsumsi ikan pﬂr-lu d'.{imbﬂng_xi dengan pengelolaan
perikanan berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, serta diversifikasi olahan
ikan guna mendorong konsumsi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Nilai tukar nelayan (NTN) adalah indikator kesajahteraan vang mengukur daya

beli nelayan sebagai rmsio antara indeks harga yang diterima dan indeks harga

17



yang dibayar nelayan. { Amandra & Zulbainami. 2022). NTN yang lebih dan 100
menunjukkan bahwa pendapatan nelayan lebih tinggi daripada pengeluarannya.
Yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, jika NTN kurang
dari 100 mengindikasikan penurunan daya beli dan kesejahterzan nelayan. Data

(turun sebesar 43950 poin indeks), di tahun 2023 NTN kembali mengalami
kenaikan menjadi 1064675 (naik sebesar 26162 poin indeks), dan pada tahun
2024 mengalami penurunan menjadi 104,0325 (turun sebesar 24350 poin

indeks). Kondisi NTN bersifat fluktuatif akibat adanya Covid-19 pada tahun
2020-2022 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sedangkan pada tahun

18



2023 ekonomi mulai pulih seiring waktu hingga tahun 2024 NTN kembali
mengalami penurunan. Hal ini berkaitan dengan faktor eksternal seperti
peninghatan suku bunga global alch The Fed, penurunan harga komoditas, serta
dampak cusca ekstrem pada produktivitas blwe ecomomy, yang secara

ssseloculian menelcmn perdngangan Indonesia.

B - Kemnterisn Kelautan RE 2020-2024, data diviah

3 Eizi Pﬂh‘ -._:__. g _-. ﬁh G4l ._". [

L. yaitu berkisar antara 18-25% Di samping i, ikan meng

ita .'lllr dlll "'.:: - b =-'-._-:-.'...-I ihusi

Grafik Angka Kecukupan Protein (AKP) menunjukkan pola yang berfluktuasi
dengan kecenderungan meningkat. Di tahun 2020, AKP tercatat sebesar
104,9100 Kg/kapita, dan pada tshun 2021 nilai AKP mengalami kenaikan yang
sangat tipis menjadi 104,9125 Kg/kapita (naik sebesar 0,0025 Kg/kapita) seiring
dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian naik pesat pada
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2022 menjadi 109,5375 Kg'kapita (naik sebesar 4,6250 Kg/kapita), Pada tahun
2023 AKP mengulami penurunan menjadi 108,9750 Kg/kapita (turun sebesar
05625 Kg/kapits), dan pada 2024 AKP kembali turun menjadi 107,7125
Kg/kapita (turun sebesar 1,2625 Kg/kapita) akibat pengaruh cuaca ekstrem dan
masyarakat, khusi i

jukkan keterbatasan kemampuan
cala kecil. dalam memenuhi

ketahanan pangan dalam konteks Alwe ecomamy sertn implikasinya pada
pembangunan yang berkelanjutan. Urgensi pada penelitian ini terletak pada
upaya menyediakan dasar untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang
berfokus pada Mue economy. sehingga pengembangan sektor kelautan tidak
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hanya bertujuan pada peningkatan produksi, tetapi pada penguatan ketahanan
pangan berkelanjutan.

Kebaruan (movefny) dari penelitian ini adalah berbeda dari studi sebelumnya
karena pendekatanmya lebih fokus dan terintegrasi.  Penelition ini

mendukung sistem ketshanan pangan nasional. Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap disebabkan oleh beberapa faktor vaitu AKL AKP, NTN.

dan PDB. Variabel tersebut dipilih dalam penelitian adalah untuk mengetahui
hubungan antar variabel dalam mendukung capaian Sdgs 2, 12, dan 14,
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Sehingga didapatkan beberapa pertanyaan penelitian guna mendukung

penelitian ini sebagai berikut:

I. Bagaimana pengaruh angka konsumsi ikan terhadap nilai produksi perikanan
tangkap terhadap ketahanan pangan 7

. Menganalisis Angka Konsumsi [kan terhadap ketahanan pangan

2. Menganalisis Nilai Tukar Nelayan terhadap ketahanan pangan

3. Menganalisis Angka Kecukupan Protein terhadap ketahanan pangan
4. Menganalisis PDB Perikanan terhadap ketahanan pangan
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5. Menganalisis Angka Konsumsi lIkan, Nilai Tukar Nelayan, Angka
Kecukupan Protein, dan PDB terhadap ketahanan pangan
1.4 Manfaat Penelitian
[. Manfaat dalam bidang akademis diharapkan dapat memperkaya literatur

g s
I. Bagian Awal Skripsi
Meliputi halaman sampul depan, halaman judul, ~halaman
persciujuan.haluman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi,
halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan ringkasan.
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2. Bagian Utama Skripsi
Bagian Utama skripsi terbagi atas hab dan sub bab yaitu sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab | yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
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